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fJiJP.,,l'l ."(-):i!{ BESAR,

bah'wa untr,;.l< :"r:r:rirlilla.nakan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 7{.t Ti,,,i,,-r t 2O21 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaari lle:nbangunan Daerah dengan Masa Jabatan
Kepnla Daerair F:iela"khrir pada Tahun 2022, guna tersedianya
pedoman detn ::ii'r,jrin dalam penetapan arah kebijakan,
indikator ii:ner'je. ili"ogl;im dan kegiatan Perangkat Daerah
(PD) beserla flrii,. i,rr.,arr ).ang bersifat indikatif pada masa
transisi'ly)')i;-)it..,.tl:, criperlukan dokumen perencanaan
stral-cgis'll,;r'ftnqi-ir : ri;ierah;
bah.ara ci.rlar:r l'i ngriin. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
perangkai daeral'i. iret rgelolaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyit::ai:;-:l-. r,erlu disusun Rencana Strategis
Perangkat: laerali :::e,--:&g&i pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam masa Perilaritrt i3upati Aceh Besar tahun 2023-2026;
bahw'a ber'iasar,<i,rri pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam hui-rii' r,, -Ji,ir i:uruf b, periu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh ,:*lri;,.,,: ientang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kahtipiit.r.: .'\c:el-l l3esar Tahun 2023-2026;

Unda;rg-Unriar-rg \r::rior 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembr:ntul.;.an iJar r;ah Otr:nom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkr-rngari \f ilrt_-,th Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Nega.ra Repuirlix Ir rlonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negar':: t:{"rliriblik Indonesia Nomor 10921;
Undang-Unrlang F{on:r:r 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan ...eistirrrewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (l,er,rr.rirl: '\r,?gara Rcpublik Indonesia il#I;;; f
Nomor 17'2,'iatxi'r:rr rar, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3B!1.;;
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Undang-Undang lolomcr 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor IO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);

Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2AA6 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nonaor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa
kali diubah telakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahttn
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 201,1 tentang Pernerintahan Daerah (Lembarern

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5679\;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202A tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4O5l;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahurr 2OI9 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara-n
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahtin 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah. Nasional Tahun 2O2O-2O24
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1Cl);

lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077
tentang Tata Cara Perencanaern, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembanguna.n Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

ll.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 )
tentang Klasifikasi, Kod,:fikasi dan Nomenklatur Perencanaan ?
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik I

Indonesia Tahun 2019 Nomor I441)l
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L2. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupal:en
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2A16
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor
55);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Nomor 57);

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar lVomor 2 Tahun 2Ol9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2017-2422 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2A19 Nomor 2, Tambahan Lembararr Kabupaten Aceh
Besar Nomor 67);

15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2O?-3-

2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023
Nomor 9)

MBMUTLISKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KAEUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023.
2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untrrk
mengatur dan mengurus sendiri ttrusan pemerintahan dan kepenting:a.n
masyarakat setempat sesuai derrgan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun "i945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pem'.:rintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan ken enangan masing-masing;

3. Pemerintah Daaerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyeienggara pemerintahan daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah I(abupaten Aceh q
Besar;

4. BupaLi adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipiiih
melalui suatu proses demokratis yang diiakukan berdasarkan asas langsung,
rrmrl?n haheq rahas,ia irrirrrdan adil:



5.

6.

7.

8.

9.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRK dalam penyelenllgaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yarlg
selanjutnya disebut RPJPN adalah dokurnen pereircanaan pembangunrm
nasional untuk periode 20 (dua puhrh) tahun dari Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2O25;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut RPJMN adaiah Cokumen perencanaan pembangunim
nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2O2O sampai dengan Tahtrn
2024;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2OO5-2O25 yang
selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan
Aceh untuk periode 20 (dua puiuh) tahun dari Tahr-rn 2005 sampai dengan
Tahun 2025;
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 vang selanjutnya disebut
RPA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat)
tahun dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;

10. Rencana Pembangunan Jangl<a Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2OO5-2A25 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

11. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2A23-2026 yang
selanjutnya disebut RPK Aceir. Bt:sar adalah dokumen perencanairn
pembangunan daerah untuk periode ,1 (empat) tahun terhitung sejak Tahttn
2023 sampai dengan Tahun 2026;

12. Rencana Keda Pemerintah Kabrrpaten yang selanjutnya disingkat RK[,K
adalah dokumen perencanaan Kabupirten untuk periode 1 (satu) tahun aftru
disebut dengan rencana pembangullalt tahunan Kabupaten;

13. Rencana Strategis PD Tahun 2O23-2C26 yang selanjutnl,a disebut Renstra
PD, adalah dokumen perencanaan SI(F'K untrlk periode 4 (empat) tahun dari
Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;

14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Rer:-ja PD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2032 yang
selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan
tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentul<an berdasarkan aspek
administrasi;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan prog,ram-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan clari suaru program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
r^'^h:;^7'^h nAaTnh orah /tittrTnlzat:- rrq?"rcr rliarnhil nleh nprn printal-, Aqo-oh rrnhrl:
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21. program adalah bentuk instrurnen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau rnasvarakat, dikoordinasil<an

oleh pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah;

22.I{rneqa adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengarr penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur;
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif untuk masukan, Droses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau

kegiatan;
24.Kerangka pendanaan, adaiah program dan kegiaian -vang disusun untuk

mencapai sasaran hasii pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah kabupaten, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan Kabupaten secara utuh;

25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi. baik tentang sumber daya

yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam

d"okumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan ti<iak

kaku;
26. Pembarlgunan Kabupaten adalah pcmanfaatan sumber daya yar,g dimiliki

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik daiam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berlisaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangullan manusia;
2T.Perencanaan pembangunan daerah adalah sllatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengaiokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kese,jahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daera-h dalam jangka wal<tu tertentu;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat

APBK adaiah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan
dengan Qanun Kabupaten;

29. Standar pelayanan minimal ),ang selanjutn-va disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar,yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh st:tiap warga negara secara minimal;

30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu progranl;

31. Badan Perencanaan Pembangunarr Daerah i,ang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksat,akan fringsi penunjang
urusan pemerintahan bidang peren{lanaan dan ridang penelitian dan
pengembangan, meliputi perenca,niran, pc:ngendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, pemerintahan dan penrbangunan manusia,
perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur^ dan kewilayahan, serta
penelitian dan pengembangan, yang menjadi kewenangan Kabupaten, dan
menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan }<etentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANC}KAT DAERAH
KABUPATEI.I ACE}{ BESAR TAHUN 2023.2426

Pasai 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah l(abupaten Aceh Besar
Tahun 2023-2026 i'ang selanjutnya disebut Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2023-2,026 merupakan Rencana Stratellis
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan
Penyusunan Rr:ncana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
selama masa Penjabat Bupati.

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-
2A26 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Besar clan penganggaran setiap
tahunnya.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-
2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran .yang merupaka.n
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan
dokumen yang sinergis dengan Rencana Pembangunan
Kabupaten Aceh Ber,;ar Tahun 2023-2A26;

(2) Renstra Perangkat Da.erah Kabupaten Aceh Resar Tahun 2023-
2A26 sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun dengan
sistematika :

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB iil : Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Perangkat

Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
BAB VII : Kineda Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII : Penutup



BAB IIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinl,a, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini <lengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di l(ota iantLro
padatanggal Ls-l{cgsJ--

22 Sva'ban 1443 H

/a"PA'r ACtrH EIESAR ,%

t rranwnRDr ALi

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2A22 M

22 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH I
KABUPATEN ACEH BESAR, / .

ffitr
SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2022 NOMOR 10



],AMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESITR

NOMOR 1O |I\HUN 2022
TENTANG
JTTENCAI{A STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABLTPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2023-2026

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN '20'23-2026

NO. ORGANISASI PERANGI(AT DAERAH KETERANGAN

(1) (2) (3)

1. SEKRETARIAT DAERAH DOKUMEN LENGKAP

2. SEKRETARIAT DPRK DOKUMEN LENGKAP

3. INSPEKTORAT DOKUMEN LENGKAP

4. DINAS PENDIDII',AN DAN KEBUDAYAAN DOKIJMEN LENGKAP

5. DINAS KESEHATAN DOKUMEN LENGKAP

6.
DINAS PEKERJAAN UIVIUM DAN PENATAAN
RUANG

DOKLIMEN LENGt..AP

7.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH

DOKUMEN LENGTSP

8. DINAS SOSIAL DOKUMEN LENGKAP

9.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA

DOKUMEN LENGKAP

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN LENGKAP

11.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

DOKUMEN LENGKAP

t2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GAMPONG

DC)KUMEN LENGKAP

13. DINAS PERHUBUNGAN DOKUMEN LENGKAP

t4. DINAS PANGAN DOKUMEN LENGKAP

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INI]ORMATIKA DOKUMEN LENGI{.AP

16.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

IfOKUMEN LENGKAP

t7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA.SI DOKUMEN LENGIGP

18.
i

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP I DOKUMEN LENGKAP

19. DINAS PERPUSTAKAAN DA}i KEARSIPAN IJCIiUMEN LENGKAP

20. :r.Yr PARTWTSATA, PEMUDA DAr{ OLAH 
l DOKUMEN LENGKAP
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NO. ORGANISASI PERANGI{AT DAERAH KETERANGAN

21. DINAS PERTANIAN DOKUMEN LENGKAP

22. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DOKUMEN LENGKAP

23. DINAS SYARIAT ISLAM DOKUMEN LENGKAP

24. DINAS PENDIDIKAN DAYAH DOKUMEN LENGI{AP

25.
SEKRETARIAT MAJELIS PERiVIU SYAWARATAI!
ULAMA

DOKUMEN LENG]{AP

26. SEKRETARiAT MAJELIS ADAT AC}-FI DOKUMEN LENG]<AP

27. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DOKUMEN LENGI(AP

28. SEKRETARIAT BAITUL MAL DOKUMEN LENGKAP

29.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

DOKUMEN LENGI(AP

30. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERALi DOKUMEN LENGKAP

31.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANCAN
SDM

DOKUMEN LENGKAP

32.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

DOKUMEN LENGKAP

33. RUMAH SAIilT UMUM DAEI?AH DOKUMEN LENGKAP

34. DINAS PERTANAHAN DOKUMEN LENGKAP

35. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DOKUMEN LENGKAP

36. KECAMATAN LHOONG DOKI.IMEN LENGKAP

37. KECAMATAN LHOKNGA DOKUMEN LENGKAP

38. KECAMATAN INDRAPURI DOKUMEN LENG}iAP

39. KECAMATAN SEULIMEUM DOKUMEN LENGKAP

40. KECAMATAN MONTASIK DOKUMEI\ LENGKAP

4t. KECAMATAN SUI(AMAKMUR DOKUMEN LENGKAP

42. KECAMATAN DARUL IMARAFI DOKUMEN LENGIiAP

43. KECAMATAN PEUKAN BADA DOKUMEN LENGKAP

44. KECAMATAN MESJID RAYA DOKUMEN LENGKAP

45. KECAMATAN INGIN JAYA DOKUMEN LENGTAP

46. KECAMATAN KUTA BARO DOKUMEN LENGKAP

47. KECAMATAN DARUSSALAM DOKUMEN LENGKAP

48. KECAMATAN PULO ACEH DOKUMEN LENGKAP

49. KECAMATAN LEMBAH SEULAWT\H DOKUMEN LENGKAP

s0. KECAMATAN KOTA JANTHO DOKUMEN LENGKAP
(1 T1E-TTAI\/tATAhI IlITTA r\r)T r1I I}T Nr)KI TMF'.N T,NN(}KAP
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t{o. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KETERANGA}T

53. KECAMATAN SIMPANG TIC i\ DOKUMEN LENGKAP

54. KECAMATAN DARUL KAMAL DOKUMEN LENGKAP

55. KECAMATAN BAITUSSALAM DOKUMEN LENGKAP

56. KECAMATAN KRUENG BARONA .]AYA DOKUMEN LENGKAP

57. KECAIVIATAN LEUPUNG DOKUMEN LENGKAP

58. KECAMATAN BLANG BINTANG DOKUMEN LENGKAP

t

{
r

/.uuoorr ACEH BESAR, fi. .

@

6D


